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ABSTRACT 

The implementation of the judicial system in Indonesia still faces various challenges. 

These challenges include the issue of the independence of judges from external 

intervention, both from the executive and political interests. In addition, the problem of 

corruption in the judicial system, the slow judicial process (judicial backlog), and the 

lack of accessibility to justice for the poor are also serious obstacles. Therefore, it is 

important to continue to review and strengthen oversight mechanisms, institutional 

reform, and improve the moral integrity of judges and other judicial officials so that the 

principle of the rule of law can truly be realized in daily practice. The purpose of this 

study is to determine and analyze the development of the principle of the rule of law in 

Indonesia. To determine and analyze the role of the State in the implementation of justice 

in Indonesia. This type of research is normative legal research. The procedure for 

collecting and processing legal materials in this study is a literature review or library 

research. The analysis in this study is a qualitative descriptive analysis. The results of the 

study show that first, in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution it is emphasized 

that Indonesia is a state of law. Second, the Indonesian judiciary has a solid legal basis 

to carry out its functions in accordance with the principles of the rule of law. 
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ABSTRAK 

Implementasi dalam penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia masih 

menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah isu independensi 

hakim dari intervensi eksternal, baik dari pihak eksekutif maupun kepentingan-

kepentingan politik. Selain itu, masalah korupsi di dalam sistem peradilan, lambatnya 

proses peradilan (judicial backlog), dan kurangnya aksesibilitas terhadap keadilan bagi 

masyarakat miskin juga menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, penting untuk terus 
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mengkaji dan memperkuat mekanisme pengawasan, reformasi kelembagaan, serta 

peningkatan integritas moral para hakim dan aparat peradilan lainnya agar prinsip negara 

hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan prinsip Negara hukum Di Indonesia. 

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Negara terhadap terselenggaranya peradilan 

di Indonesia.Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Prosedur 

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Kajian literatur 

atau studi kepustakaan (library research). Analisis pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kedua, 

lembaga peradilan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kokoh untuk 

menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum. 

Kata kunci : Negara Hukum, Prinsip Negara Hukum, Peradilan 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah sebuah negara hukum (rechtsstaat), sebuah prinsip fundamental 

yang secara eksplisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk 

dalam bidang hukum dan peradilan, harus didasarkan pada hukum dan bukan pada 

kekuasaan semata. Konsep negara hukum ini merupakan antitesis dari negara kekuasaan 

(machtsstaat) yang mengedepankan otoritas absolut tanpa adanya batasan hukum. Dalam 

konteks ini, lembaga peradilan memegang peranan vital sebagai pilar utama penegakan 

hukum dan keadilan, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan imparsial. 

Prinsip negara hukum (rechtsstaat) merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan 

negara di Indonesia. Prinsip ini secara tegas diabadikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara 

hukum." Deklarasi ini tidak sekadar pernyataan kosong, melainkan sebuah komitmen 

fundamental bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam 

penyelenggaraan lembaga peradilan, harus tunduk pada hukum. 

Prinsip negara hukum (rechtsstaat) merupakan salah satu pilar utama dalam 

membangun tatanan negara yang adil, demokratis, dan beradab. Konsep ini muncul 
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sebagai respons terhadap praktik kekuasaan absolut dan tirani yang mendominasi sejarah 

Eropa selama berabad-abad. Di bawah sistem monarki absolut, raja atau penguasa 

memiliki kekuasaan yang tak terbatas, di mana kehendak pribadi mereka menjadi satu-

satunya sumber hukum. Ini seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, 

dan penindasan terhadap rakyat. 

Gagasan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan menempatkan hukum sebagai 

otoritas tertinggi mulai mengemuka pada abad ke-17 dan 18, didorong oleh para filsuf 

Pencerahan seperti John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant. Mereka berpendapat 

bahwa kebebasan dan hak-hak individu hanya dapat dilindungi jika kekuasaan negara 

diatur dan dibatasi oleh hukum yang berlaku untuk semua, termasuk bagi para penguasa. 

Bagi Indonesia, prinsip negara hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama 

setelah pengalaman panjang di bawah kekuasaan otoriter. Pasca-reformasi 1998, 

Indonesia secara tegas mencantumkan prinsip ini dalam konstitusinya. Pasal 1 Ayat (3) 

UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini 

menegaskan komitmen untuk membangun tatanan negara yang menjunjung tinggi 

keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. 

Sistem peradilan yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum memiliki ciri-ciri 

utama: 

a. Independensi Kekuasaan Kehakiman: Kekuasaan kehakiman di Indonesia, sesuai 

dengan Pasal 24 UUD 1945, harus merdeka dari pengaruh kekuasaan lainnya. Ini 

berarti hakim dan lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) 

harus bebas dari intervensi politik atau kekuasaan eksekutif dalam memutus perkara. 

Independensi ini krusial untuk memastikan putusan yang adil dan tidak memihak. 

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Peradilan adalah benteng terakhir bagi 

warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka. Dalam kasus 

pelanggaran HAM, baik oleh individu maupun oleh negara, sistem peradilan harus 

mampu memberikan keadilan dan pemulihan. Contohnya, melalui pengujian undang-
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undang oleh Mahkamah Konstitusi, hak-hak konstitusional warga negara dapat 

dilindungi dari kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. 

c. Kesetaraan di Depan Hukum: Prinsip ini, yang dikenal sebagai equality before the law, 

adalah inti dari negara hukum. Setiap orang, tanpa memandang status sosial, jabatan, 

atau kekayaan, harus diperlakukan sama di depan hukum. Dalam praktik peradilan di 

Indonesia, prinsip ini menuntut agar penegak hukum—dari polisi, jaksa, hingga 

hakim—tidak melakukan diskriminasi dan menerapkan hukum secara konsisten 

kepada semua pihak. 

d. Hak untuk Mendapatkan Peradilan yang Adil: Setiap orang yang terlibat dalam proses 

hukum berhak mendapatkan peradilan yang cepat, murah, dan jujur. Hal ini mencakup 

hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk membela diri, dan hak untuk 

mendapatkan putusan yang didasarkan pada bukti dan fakta, bukan pada tekanan atau 

kepentingan di luar hukum. 

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam membangun prinsip negara 

hukum, yaitu: Pertama, adanya konstitusi yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu 

negara (untuk mengatur struktur dan fungsi negara tersebut). Kedua, adanya transparansi 

atau keterbukaan dan pertanggungjawaban publik terhadap setiap kebijakan negara yang 

dibuat oleh pemerintah. Ketiga, adanya penjaminan terkait kekuasaan kehakiman yang 

bebas dan independen dalam menegakkan hukum. Keempat, adanya perlindungan 

terhadap hak asasi manusia (Al-Atok, 2016). 

Prinsip negara hukum lebih menekankan pada aspek formal dan prosedural dalam 

penyelenggaraan negara. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua tindakan, termasuk 

di dalam sistem peradilan, dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam 

konteks ini, prinsip negara hukum menuntut adanya beberapa unsur esensial, antara lain: 

a. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Hukum adalah otoritas tertinggi yang 

mengikat semua pihak, termasuk penguasa. Tidak ada satu pun individu atau lembaga 

yang kebal hukum. 
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b. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Setiap warga negara, tanpa 

terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini memastikan bahwa 

keadilan tidak tebang pilih. 

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara wajib melindungi dan menjamin 

hak-hak dasar warganya. Lembaga peradilan berperan sebagai benteng terakhir dalam 

memastikan HAM tidak dilanggar. 

d. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Mandiri: Lembaga peradilan harus terbebas 

dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kemandirian ini adalah jaminan 

utama bagi terwujudnya putusan yang adil dan imparsial. 

Maka prinsip negara hukum di Indonesia tidak hanya menjadi slogan, tetapi 

diwujudkan secara konkret melalui peran sistem peradilan. Peradilan yang bersih, 

independen, dan berkeadilan adalah cerminan paling nyata dari komitmen Indonesia 

sebagai negara hukum. Sebagai pondasi awal untuk mebangun dan mempertimbangkan 

konsep keadilan sebagai kaedah yang harus di kedepankan. Dalam sistem peradilan, 

prinsip ini diwujudkan dengan adanya prosedur yang baku, seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

(HIR/R.Bg.), yang mengatur tata cara penegakan hukum. Selama prosedur ini diikuti 

dengan benar, maka prinsip negara hukum telah terpenuhi. Dalam sistem peradilan di 

Indonesia, idealnya kedua konsep ini harus berjalan beriringan. Hakim, misalnya, tidak 

hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara prosedural, tetapi juga untuk menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (Pasal 5 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) demi mencapai keadilan 

substantif. 

Lembaga peradilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memegang peranan 

krusial dalam mewujudkan prinsip-prinsip di atas. Melalui fungsi utamanya dalam 

menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lembaga peradilan berfungsi 

sebagai: 
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a. Penjaga Konstitusi: Menjaga agar setiap produk hukum dan kebijakan negara tidak 

bertentangan dengan UUD 1945. 

b. Pilar Penegakan Hukum: Menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa dan 

memberikan keadilan bagi masyarakat. 

c. Kontrol Sosial: Berperan sebagai alat kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang 

yang mungkin dilakukan oleh negara atau individu. 

Dengan demikian, penyelenggaraan lembaga peradilan yang berlandaskan pada 

prinsip negara hukum tidak hanya memastikan keadilan bagi individu, tetapi juga 

menjaga stabilitas dan integritas negara itu sendiri. Tujuan negara hukum adalah, bahwa 

negara menjadikan hukum sebagai supreme‖, setiap penyelenggara negara atau 

pemerintahan wajib tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas 

law (above the law) semuanya ada di bawah law (under the rule of law). Dengan 

kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau 

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) (Muhlashin, 2021). 

Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum telah menjadi bagian integral dari 

konstitusi sejak awal kemerdekaan. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam Pembukaan 

dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), terutama setelah dilakukan amandemen yang memperkuat prinsip-prinsip negara 

hukum secara substantif. Namun, pemahaman dan pelaksanaan konsep negara hukum di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya, mulai dari masa kolonial, 

kemerdekaan, hingga era reformasi. 

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum 

seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan 

perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat (Ridlwan dalam 

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, 2019). Sebagai negara hukum, segala tindakan 

penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
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Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2006). 

Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian 

terpenting yang tak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran penting 

dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan 

hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus 

ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang 

memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat 

keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan. 

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk 

meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana 

pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam 

penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negatif dengan pembelajaran yang kurang 

baik terhadap masyarakat lainnya. 

Berbeda lagi dengan perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa konsep 

negara hukum mengalami perkembangan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor 

sosial-politik, sistem pemerintahan yang berubah, serta pengaruh pemikiran hukum dari 

dalam dan luar negeri. Mulai dari masa penjajahan Belanda dengan sistem hukum 

kolonialnya, masa demokrasi liberal dan terpimpin, era Orde Baru yang sentralistik, 

hingga era reformasi yang lebih terbuka terhadap supremasi hukum dan perlindungan 

hak-hak warga negara.  

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya 

Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang 

menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang 

menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah 

transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak 

hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih 
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dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas 

tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk 

dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara 

sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. (Siswanto Sunarso. 2005, 50) 

Lembaga peradilan di Indonesia, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA) sebagai 

lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga peradilan di 

bawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara), memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka. Kemandirian ini adalah prasyarat mutlak untuk memastikan keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. Tugas 

utama peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 

berdasarkan hukum yang berlaku, serta memastikan adanya perlindungan hak asasi 

manusia bagi setiap warga negara. 

Pada hakekatnya yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya. 

Oleh karena itu yang wajib membuktikan peristiwanya atau mengajukan alat bukti adalah 

para pihak, sedangkan hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah 

terbukti tersebut. Jadi hakim di dalam proses perkara perdata harus menetapkan dan 

menemukan kebenaran peristiwa atau hubungan hukumnya terhadap peristiwa yang telah 

ditetapkan itu (Sudikno Mertokusumo, 2002:106). 

Proses reformasi peradilan telah berjalan selama sepuluh tahun dengan berbagai 

keberhasilan antara lain perbaikan sistem informasi, penyatuan atap, peningkatan gaji dan 

remunerasi dan seterusnya namun hingga persoalan utama peradilan tetap tidak 

terpecahkan. Akar permasalahan yang melingkupi Mahkamah Agung adalah tingginya 

tumpukan perkara yang berdampak pada menurunnya kualitas dan inkonsistensi putusan. 

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian 

sengketa dapat dilihat ditandai dengan rendahnya jumlah perkara yang masuk pada 

pengadilan tingkat pertama. Untuk itu reformasi peradilan harus ditujukan pada upaya 
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mengembalikan fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum, 

dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk menyediakan pengadilan yang terjangkau bagi 

masyarakat (Asep Saepullah, 2017:44). 

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas 

dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang 

serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang 

diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan 

mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. (Soerjono 

Soekanto dan Mustafa Abdullah 1987). Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur 

suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam 

kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya. 

Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk menyebarkan fora pendistribusi keadilan 

tidak semestinya terkonsentrasi hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan. 

(Satjipto Rahardjo, 1995:04). Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu 

pendistribusi keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum 

modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu 

institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (imposed) dari luar. Padahal secara jujur, 

dilihat dari optik sosio kultural, ( Eman Suparman), hukum modern yang kita pakai tetap 

merupakan semacam “benda asing dalam tubuh kita.” Oleh sebab itu, untuk 

menanggulangi kesulitan yang dialami bangsa Indonesia disebabkan menggunakan 

hukum modern, adalah menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah 

cultural. Persoalannya, karena sistem hukum modern yang liberal itu tidak dirancang 

untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas kepada masyarakat, melainkan 

untuk melindungi kemerdekaan individu. Di samping itu juga, akibat sistem hukum 

liberal tidak dirancang untuk memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan 

kelebihan materil akan memperoleh “keadilan” yang lebih daripada yang tidak (Satjipto 

Rahardjo, 2000:8). 
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Meskipuln prinsip negalral hulkulm telalh secalral tegals dialkuli, implementalsinyal dallalm 

penyelenggalralaln lembalgal peraldilaln di Indonesial malsih menghaldalpi berbalgali talntalngaln. 

Talntalngaln tersebult alntalral lalin aldallalh isul independensi halkim dalri intervensi eksternall, 

balik dalri pihalk eksekultif malulpuln kepentingaln-kepentingaln politik. Selalin itul, malsallalh 

korulpsi di dallalm sistem peraldilaln, lalmbaltnyal proses peraldilaln (juldiciall balcklog), daln 

kulralngnyal alksesibilitals terhaldalp kealdilaln balgi malsyalralkalt miskin julgal menjaldi 

halmbaltaln seriuls. Oleh kalrenal itul, penting ulntulk teruls mengkalji daln memperkulalt 

mekalnisme pengalwalsaln, reformalsi kelembalgalaln, sertal peningkaltaln integritals morall palral 

halkim daln alpalralt peraldilaln lalinnyal algalr prinsip negalral hulkulm dalpalt benalr-benalr 

terwuljuld dallalm pralktik sehalri-halri. 

Malkal dalri itul pemalhalmaln terkalit dengaln pengaltulraln tentalng prinsip hulkulm yalng 

kemuldialn alkaln memberikaln terobosaln hulkulm perihall tentalng peraldilaln di Indonesial, 

yalng hall ini sering kital julmpali di beberalpal kalsuls, terkaldalng peraldilaln selallul mengalbalikaln 

konsep kealdilaln. Tentul menalrik ulntulk dibalhals perihall ulrgensi prinsip Negalral hulkulm 

terkalit dengaln fulngsi daln keduldulkaln peraldilaln di Indonesial. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Tipe penelitialn ini aldallalh penelitialn hulkulm normaltif. Menulrult (Malrzulki, 2010) 

penelitialn hulkulm normaltif altalul penelitialn kepulstalkalaln yalitul penelitialn hulkulm yalng 

dilalkulkaln dengaln calral meneliti balhaln pulstalkal altalul belalkal. Sebalgali sulaltul penelitialn 

hulkulm normaltif, penelitialn ini bermalksuld meneliti balhaln-balhaln hulkulm yalng aldal di 

perpulstalkalaln dallalm ralngkal menjalwalb malsallalh yalng alkaln diteliti. Halsil dalri penelitialn 

tersebult sifaltnyal teoritis bulkaln pralktis. Oleh kalrenal itul, dallalm membalhals pokok 

permalsallalhaln dallalm tullisaln ini alkaln mengalcul paldal balhaln hulkulm yalng aldal di 

perpulstalkalaln altalul daltal sekulnder. Penelitialn hulkulm normaltive menekalnkaln paldal alnallisis 

teori-teori hulkulm, perulndalng-ulndalngaln, sertal dokulmen-dokulmen hulkulm lalinnyal yalng 

relevaln dengaln topik (Widodo et all., 2024). Pendekaltaln yalng digulnalkaln ulntulk dalpalt 
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menjalwalb permalsallalhaln dallalm penelitialn ini aldallalh Pendekaltaln Konsep Hulkulm 

(Conceptulall ALpproalch).  pendekaltaln yalng menggulnalkaln teori, doktrin, daln konsep 

hulkulm sebalgali dalsalr alnallisis. Pendekaltaln ini berfokuls paldal pemalhalmaln konsep hulkulm 

yalng relevaln dengaln permalsallalhaln yalng diteliti.  

 

3. PEMBAHASAN 

Penyelenggaraan Lembaga Peradilan sebagai Cerminan Prinsip Negara Hukum 

a. Penyelenggaraan Lembaga Peradilan di Indonesia 

Penyelenggalralaln lembalgal peraldilaln di Indonesial dialtulr algalr kekulalsalaln 

kehalkimaln bisal berjallaln secalral bebals daln malndiri, dengaln tuljulaln menegalkkaln hulkulm 

daln kealdilaln. Lembalgal peraldilaln ini beraldal di balwalh Malhkalmalh ALgulng (MAL) sebalgali 

pengaldilaln tertinggi di negalral. Paldal malsal alwall kemerdekalaln, ULULD 1945 yalng 

sederhalnal diteralpkaln sebalgali konstitulsi dengaln memulalt prinsip dalsalr negalral hulkulm. 

Semalngalt membalnguln negalral berdalsalrkaln hulkulm suldalh aldal, tetalpi pelalksalnalalnnyal 

belulm malksimall kalrenal malsih malsal tralnsisi dalri malsal penjaljalhaln. 

ULULD 1945 menjaldi dalsalr pembentulkaln lembalgal peraldilaln yalng merdekal daln 

bertulgals menjallalnkaln kekulalsalaln kehalkimaln. Nalmuln, kondisi politik yalng belulm 

stalbil daln dominalsi kekulalsalaln eksekultif membulalt prinsip negalral hulkulm belulm 

sepenulhnyal terlalksalnal dallalm pralktik. 

Penyelenggalralaln peraldilaln di Indonesial berdalsalrkaln beberalpal prinsip ultalmal 

kekulalsalaln kehalkimaln yalng merdekal, sesulali dengaln ULULD 1945. Kekulalsalaln 

kehalkimaln halruls bebals dalri calmpulr talngaln kekulalsalaln lalin algalr halkim dalpalt 

memultulskaln perkalral talnpal tekalnaln. Proses peraldilaln halruls cepalt, sederhalnal, daln bialyal 

yalng terjalngkalul algalr malsyalralkalt muldalh mengalkses kealdilaln talnpal halmbaltaln. Sidalng 

paldal ulmulmnyal bersifalt terbulkal ulntulk ulmulm, keculalli ulntulk kalsuls tertentul seperti 

kalsuls kesulsilalaln altalul alnalk-alnalk. Selalin itul, prinsip persalmalaln di haldalpaln hulkulm 
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menegalskaln balhwal semulal pihalk yalng berperkalral memiliki halk daln kewaljibaln yalng 

salmal talnpal memalndalng laltalr belalkalng sosiall, ekonomi, altalul jalbaltaln. 

Dallalm perspektif pembalrulaln hulkulm, kebijalkaln halruls fokuls paldal dulal hall ultalmal, 

yalitul sistem hulkulm daln buldalyal hulkulm. Sistem hulkulm mencalkulp malteri hulkulm, 

lembalgal hulkulm, falsilitals daln sulmber dalyal malnulsial di bidalng hulkulm, sertal malnaljemen 

hulkulm. Sedalngkaln buldalyal hulkulm berkalitaln dengaln sikalp daln kebialsalaln hulkulm dalri 

palral penyelenggalral negalral, termalsulk penegalk hulkulm, sertal malsyalralkalt. Kalrenal 

calkulpalnnyal salngalt lulals, tullisaln ini alkaln membaltalsi pembalhalsaln paldal lembalgal 

peraldilaln dengaln fokuls paldal posisi daln peraln halkim dallalm pembalrulaln hulkulm. Halkim 

dialnggalp memiliki posisi daln fulngsi straltegis dallalm menalfsirkaln kalsuls konkret 

berdalsalrkaln normal hulkulm yalng mengultalmalkaln prinsip kepalstialn hulkulm, kealdilaln, 

daln kemalnfalaltaln. Halsil kerjal halkim menjaldi balgialn penting ulntulk memperkulalt 

lembalgal peraldilaln. Suldalh salaltnyal lembalgal peraldilaln diposisikaln sebalgali institulsi 

yalng kulalt daln dihormalti, sertal malmpul menjaldi penggeralk pembalrulaln hulkulm, 

sehinggal hulkulm benalr-benalr dalpalt melalyalni malnulsial daln nilali kemalnulsialaln. 

Perhaltialn malsyalralkalt terhaldalp dulnial hulkulm semalkin besalr seiring dengaln 

sulalsalnal keterbulkalaln yalng mulncull sejalk eral reformalsi di Indonesial. Balnyalk 

pertalnyalaln daln perdebaltaln kritis mulncull, balhkaln salmpali ke malsallalh-malsallalh yalng 

palling mendalsalr. Keterbulkalaln daln diskulsi pulblik ini menulnjulkkaln balhwal hulkulm daln 

penegalkaln hulkulm di Indonesial membultulhkaln perulbalhaln yalng mendalsalr, bulkaln halnyal 

dallalm pelalksalnalalnnyal, talpi julgal dallalm calral ilmul hulkulm dibalnguln daln dipalhalmi. 

Kondisi hulkulm daln penegalkalnnyal salalt ini malsih dipengalrulhi oleh sistem politik 

otoriter yalng belulm sepenulhnyal berulbalh. 

Palsall 1 alyalt 3 ULULD 1945 dengaln jelals menyaltalkaln balhwal Indonesial aldallalh 

negalral hulkulm. Jikal kital kalitkaln dengaln teori kedalullaltaln hulkulm, malkal kekulalsalaln 

tertinggi sulaltul negalral bulkaln beraldal paldal pengulalsal negalral, melalinkaln paldal hulkulm itul 

sendiri. Konsep kedalullaltaln hulkulm menegalskaln balhwal negalral halruls paltulh paldal 
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hulkulm, daln kekulalsalaln negalral halruls tulndulk sertal melalyalni kedalullaltaln hulkulm. Hulkulm 

berperaln mengaltulr ketertibaln malsyalralkalt sertal hulbulngaln alntalral malsyalralkalt daln 

negalral. Oleh kalrenal itul, semulal tindalkaln yalng dilalkulkaln oleh otoritals negalral halruls 

berdalsalrkaln daln tulndulk paldal hulkulm (ALhmald Balsulki, 2013:57). 

Konstitulsi Indonesial julgal dengaln tegals menyaltalkaln balhwal kedalullaltaln aldal di 

talngaln ralkyalt daln dijallalnkaln melalluli ULndalng-ULndalng Dalsalr. Jikal kedalullaltaln hulkulm 

didalsalrkaln paldal kedalullaltaln ralkyalt, malkal kedalullaltaln hulkulm bulkaln halnyal ulntulk 

kepentingaln hulkulm itul sendiri, melalinkaln halruls ulntulk kepentingaln malsyalralkalt. Oleh 

kalrenal itul, penyelenggalralaln negalral hulkulm halruls dialralhkaln ulntulk melalyalni daln 

melindulngi kepentingaln malsyalralkalt. 

Pulrwoto Galndalsoebraltal, malntaln Ketulal Malhkalmalh ALgulng periode 1992-1994, 

dengaln tegals menyaltalkaln balhwal dallalm sebulalh negalral hulkulm, keberaldalaln kekulalsalaln 

kehalkimaln yalng merdekal daln berwibalwal aldallalh hall yalng multlalk diperlulkaln. 

Lembalgal peraldilaln tersebult halruls malmpul menjalgal daln menegalkkaln wibalwal hulkulm 

ketikal terjaldi pelalnggalraln altalul sengketal hulkulm di malsyalralkalt (Pulrwoto Galndalsulbraltal, 

1998: 65). 

Sesulali dengaln Palsall 24 ULULD 1945, peraldilaln berfulngsi sebalgali lembalgal 

penegalk hulkulm, penemul hulkulm (rechtsvinding), balhkaln penciptal hulkulm dallalm 

ralngkal menegalkkaln halk alsalsi malnulsial. ALgalr dalpalt menjallalnkaln fulngsi tersebult, 

peraldilaln halruls bebals, malndiri, daln tidalk terpengalrulh oleh kekulalsalaln negalral lalin 

(independensi yuldikaltif). Secalral teori, kondisi peraldilaln yalng seperti ini bergalntulng 

paldal sistem hulkulm daln peraldilaln yalng diteralpkaln. Menulrult C.F. Strong (1972: 65-

66), sistem hulkulm daln peraldilaln di dulnial ulmulmnyal dibalgi menjaldi dulal kelompok, 

yalitul: (1) Negalral Common Lalw, di malnal eksekultif tulndulk paldal prinsip Rulle of Lalw, 

daln (2) Negalral Prerogaltif, di malnal eksekultif dilindulngi oleh sistem hulkulm 

aldministralsi khulsuls. 
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ALkibaltnyal, halkim sering kalli tidalk diberikaln kebebalsaln penulh ulntulk menggalli 

hulkulm yalng hidulp di malsyalralkalt kalrenal merekal halruls mengikulti teks ulndalng-ulndalng. 

Nalmuln, halkim bebals memultulskaln perkalral talnpal halruls terikalt paldal pultulsaln halkim 

sebelulmnyal (yulrispruldensi). Dallalm konteks pembalrulaln hulkulm di Indonesial, lembalgal 

peraldilaln alkaln menghaldalpi pengalrulh dalri kedulal sistem tersebult. ALpalkalh peraldilaln 

halruls mengikulti sallalh saltul sistem secalral ketalt altalul menggalbulngkaln kedulalnyal dengaln 

mempertimbalngkaln ulrgensi kalsuls konkret, salngalt bergalntulng paldal kebijalkaln hulkulm 

altalul politik hulkulm dalri pembentulk ulndalng-ulndalng. Nalmuln, lembalgal peraldilaln 

sebaliknyal tidalk terkulngkulng oleh kedulal sistem itul daln tetalp halruls mengultalmalkaln 

kealdilaln daln kemalnfalaltaln (Zalenall ALrifin, 2013). 

Di Indonesial, aldal kode etik yalng menjaldi dalsalr penyelenggalralaln peraldilaln 

sebalgali balgialn dalri prinsip negalral hulkulm yalng suldalh memiliki altulraln jelals. 

Membalnguln lembalgal peraldilaln yalng beretikal bulkaln perkalral muldalh, sehinggal penting 

ulntulk memperhaltikaln calral daln metode dallalm pembentulkalnnyal. Kekulalsalaln 

kehalkimaln di Indonesial aldallalh kekulalsalaln negalral yalng merdekal ulntulk menjallalnkaln 

fulngsi peraldilaln dallalm menegalkkaln hulkulm daln kealdilaln berdalsalrkaln Palncalsilal demi 

terciptalnyal negalral Repulblik Indonesial yalng balik. Sallalh saltul talntalngaln ultalmal di malsal 

depaln dallalm penegalkaln hulkulm aldallalh memalstikaln kekulalsalaln kehalkimaln benalr-benalr 

merdekal. Berdalsalrkaln Palsall 24 alyalt (2) ULULD 1945 halsil perulbalhaln ketigal, Malhkalmalh 

ALgulng daln baldaln peraldilaln di balwalhnyal, sertal Malhkalmalh Konstitulsi, diberi 

wewenalng ulntulk menjallalnkaln kekulalsalaln kehalkimaln. Baldaln-baldaln peraldilaln ini 

bertulgals memberikaln pelalyalnaln pulblik dallalm hall penegalkaln kealdilaln. 

Salalt ini, di semulal calbalng kekulalsalaln eksekultif, legislaltif, daln yuldikaltif suldalh 

balnyalk lembalgal yalng bertulgals menegalkkaln kode etik. Setelalh reformalsi politik daln 

perulbalhaln konstitulsi, keberaldalaln dewaln pengalwals etik semalkin melulals di berbalgali 

lembalgal kekulalsalaln tersebult. Nalmuln, perlul dialkuli balhwal algalr pengalwalsaln kode etik 
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berjallaln efektif, dibultulhkaln konsolidalsi kelembalgalaln, yalitul menyaltulkaln daln 

mengaltulr lembalgal-lembalgal pengalwals etik tersebult secalral terpaldul. 

Sulaltul lembalgal negalral altalul peraldilaln etik dalpalt dibentulk melalluli ulndalng-ulndalng. 

Peraldilaln etik ini berfulngsi sebalgali lembalgal yalng mengaldili pelalnggalraln kode etik 

oleh penyelenggalral negalral. Peraldilaln etik yalng dibentulk berdalsalrkaln ulndalng-ulndalng 

halruls memiliki kewenalngaln ulntulk mengalmbil kepultulsaln yalng bersifalt finall daln 

mengikalt. Salnksi yalng bisal diberikaln oleh peraldilaln etik alntalral lalin: al) tegulraln tertullis, 

b) pemberhentialn sementalral dalri tulgals (skors), daln c) perintalh ulntulk melalkulkaln 

pemecaltaln, yalng kemuldialn disalmpalikaln kepaldal pihalk yalng berwenalng ulntulk 

melalksalnalkaln pemecaltaln tersebult.  

Penyelenggalralaln lembalgal peraldilaln merulpalkaln galmbalraln nyaltal dalri komitmen 

sulaltul negalral terhaldalp prinsip negalral hulkulm. Dallalm negalral hulkulm, kekulalsalaln tidalk 

bersifalt multlalk, melalinkaln dibaltalsi daln dialtulr oleh konstitulsi daln ulndalng-ulndalng. 

Lembalgal peraldilaln bulkaln halnyal sebalgali allalt aldministraltif, talpi julgal sebalgali pilalr 

penting yalng memalstikaln pembaltalsaln kekulalsalaln itul benalr-benalr dijallalnkaln. 

Prinsip ini terlihalt dallalm beberalpal hall penting. Pertalmal, kekulalsalaln kehalkimaln 

halruls malndiri. Halkim halruls bebals dalri tekalnaln politik altalul pengalrulh dalri sialpal puln. 

Kallalul halkim tidalk bebals, kepultulsaln pengaldilaln jaldi tidalk dipercalyal daln hulkulm halnyal 

menjaldi allalt kekulalsalaln, bulkaln kealdilaln. Kedulal, semulal oralng halruls diperlalkulkaln salmal 

di depaln hulkulm. Pengaldilaln negalral hulkulm halruls memperlalkulkaln setialp oralng salmal, 

talnpal memalndalng jalbaltaln, halrtal, altalul laltalr belalkalng. Kallalul hulkulm halnyal kerals paldal 

yalng lemalh talpi lulnalk paldal yalng kulalt, prinsip ini dilalnggalr daln malsyalralkalt alkaln 

kehilalngaln kepercalyalaln. Ketigal, pengaldilaln halruls melindulngi halk alsalsi malnulsial. 

Melalluli proses hulkulm, walrgal bisal menulntult kealdilaln altals pelalnggalraln halk merekal, 

termalsulk halk mendalpaltkaln pengaldilaln yalng aldil, halk membelal diri, daln halk 

mendalpaltkaln kepultulsaln berdalsalrkaln bulkti yalng benalr. 
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Kalrenal itul, lembalgal peraldilaln yalng bersih, juljulr, daln profesionall menjaldi talndal 

seberalpal jalulh sulaltul negalral benalr-benalr menjallalnkaln negalral hulkulm. Pengaldilaln yalng 

balik alkaln memberikaln kepalstialn hulkulm, menjalgal ketertibaln sosiall, daln membalntul 

terciptalnyal malsyalralkalt yalng aldil. Kallalul pengaldilalnnyal lemalh, prinsip negalral hulkulm 

culmal jaldi kaltal-kaltal talnpal alrti. 

 

b. Penyelenggaraan Lembaga Peradilan di Indonesia Dalam Konteks Prinsip 

Negara Hukum  

Penyelenggalralaln lembalgal peraldilaln di Indonesial memegalng peralnaln penting 

dallalm mewuljuldkaln prinsip negalral hulkulm. Sebalgali pilalr ultalmal penegalkaln hulkulm daln 

kealdilaln, sistem peraldilaln halruls berfulngsi sesulali konstitulsi yalng menjalmin kekulalsalaln 

kehalkimaln yalng merdekal daln impalrsiall. Hall ini dialtulr dallalm ULndalng-ULndalng No. 48 

Talhuln 2009 tentalng Kekulalsalaln Kehalkimaln, yalng menetalpkaln balhwal kekulalsalaln 

kehalkimaln dilalksalnalkaln oleh Malhkalmalh ALgulng, baldaln peraldilaln di balwalhnyal, sertal 

Malhkalmalh Konstitulsi. 

Hulkulm positif terkaldalng belulm sepenulhnyal malmpul menjalmin ralsal kealdilaln, 

sementalral ralsal kealdilaln seringkalli belulm memiliki kepalstialn hulkulm. Oleh kalrenal itul, 

talntalngaln ultalmal aldallalh memalstikaln balhwal hulkulm positif selallul mencerminkaln ralsal 

kealdilaln tersebult. Kealdilaln merulpalkaln ulnsulr palling mendalsalr dallalm berfulngsinyal 

sulaltul sistem hulkulm, di malnal sistem hulkulm sesulnggulhnyal halnyal menjaldi strulktulr altalul 

keralngkal ulntulk mewuljuldkaln konsep kealdilaln yalng telalh disepalkalti bersalmal (Saltjipto 

Ralhalrdjo, 2017). 

Independensi kekulalsalaln lembalgal peraldilaln tidalk dalpalt dipisalhkaln dalri 

perdebaltaln teoritis mengenali pemisalhaln kekulalsalaln (sepalraltion of powers). Menulrult 

ALhmald Muljalhidin (2007:45), pemisalhaln kekulalsalaln alntalral calbalng-calbalng negalral 

bertuljulaln ulntulk menjalmin independensi lembalgal peraldilaln sekalliguls memalstikaln 

terlalksalnalnyal kebebalsaln politik (politicall liberty) balgi alnggotal malsyalralkalt dallalm 
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negalral. Jalminaln altals independensi kekulalsalaln lembalgal peraldilaln merulpalkaln elemen 

penting dallalm konsep negalral hulkulm. 

Lembalgal peraldilaln memiliki peralnaln penting dallalm mengimplementalsikaln 

konsep negalral hulkulm, terultalmal paldal malsal tralnsisi demokraltisalsi dalri sistem politik 

otoriter menuljul malsyalralkalt yalng demokraltis daln tralnspalraln. Peraln lembalgal peraldilaln 

terlihalt jelals dallalm menalngalni penyallalhgulnalaln kekulalsalaln melalluli proses peraldilaln, 

kalrenal peraldilaln merulpalkaln institulsi pelalksalnal konstitulsi, pelindulng halk alsalsi 

malnulsial, sertal penjalmin prosedulr yalng aldil daln demokraltis ulntulk memalstikaln 

kepalstialn daln kealdilaln balgi setialp pencalri kealdilaln. Dallalm konteks ideall, dallalm 

menjallalnkaln fulngsinyal, palral halkim tidalk halnyal bertulgals menengalhi konflik alntalral elit 

politik altalul berpihalk paldal pemegalng kekulalsalaln, melalinkaln lebih berfokuls paldal ulpalyal 

mencegalh daln menghindalri setialp pelalksalnalaln kekulalsalaln pemerintalhaln yalng tidalk 

aldil daln tidalk demokraltis (Ismalil Ralmaldaln, 2017). 

Falktor kebebalsaln halkim merulpalkaln syalralt penting algalr pultulsaln pengaldilaln 

dalpalt bersifalt aldil daln tidalk memihalk (impalrtiall). Kebebalsaln ini tidalk halnyal memiliki 

implikalsi hulkulm yalng berkalitaln dengaln ulndalng-ulndalng, tetalpi julgal menyalngkult 

dedikalsi daln integritals pribaldi halkim itul sendiri. Dallalm hall jalminaln ulndalng-ulndalng 

terhaldalp kebebalsaln halkim dallalm memeriksal daln memultuls perkalral, hall ini salngalt 

dipengalrulhi oleh kemalulaln daln alralh politik yalng berlalkul di sulaltul negalral, seperti yalng 

terlihalt dalri pergeseraln kekulalsalaln kehalkimaln di Indonesial. Nalmuln, alspek terpenting 

dallalm kebebalsaln halkim aldallalh nilali morall daln etikal yalng dimiliki oleh halkim tersebult. 

ALrtinyal, jalminaln kebebalsaln yalng diberikaln oleh ulndalng-ulndalng tidalk alkaln 

menciptalkaln citral kealdilaln di maltal malsyalralkalt jikal halkim menyallalhgulnalkaln 

kebebalsaln tersebult dallalm memultulskaln perkalral. Oleh kalrenal itul, jelalslalh balhwal 

konsep kebebalsaln halkim yalng dialtulr dallalm ulndalng-ulndalng aldallalh kebebalsaln yalng 

bertuljulaln ulntulk menegalkkaln hulkulm daln kealdilaln, bulkaln ulntulk menegalkkaln 
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kekulalsalaln. Dengaln kaltal lalin, kebebalsaln halkim halruls dialralhkaln ulntulk menegalkkaln 

rulle of lalw (sulpremalsi hulkulm), bulkaln lalw of the ruller (hulkulm pengulalsal). 

Jikal kital memperhaltikaln kalralkteristik dulnial peraldilaln di Indonesial, terdalpalt dulal 

malsallalh pokok yalng perlul mendalpalt perhaltialn seriuls, yalitul mengenali kebebalsaln 

halkim daln kekeballaln halkim. Kedulal hall ini menjaldi persoallaln dilemaltis dallalm 

penegalkaln hulkulm daln kealdilaln. ALsulmsi tentalng aldalnyal korelalsi alntalral kebebalsaln daln 

kekeballaln halkim bulkalnlalh berlebihaln, terultalmal jikal dikalitkaln dengaln citral dulnial 

peraldilaln yalng semalkin bulralm seiring berjallalnnyal walktul. Ketikal seoralng halkim 

melalkulkaln penyimpalngaln dallalm memultuls perkalral, halkim tersebult seringkalli dalpalt 

berlindulng di ballik malknal kebebalsaln halkim, sehinggal terkesaln keball terhaldalp 

tulntultaln hulkulm altalul kritik pulblik. Malsallalhnyal, hinggal salalt ini belulm aldal ketentulaln 

altalul ulndalng-ulndalng yalng secalral tegals dalpalt menjeralt perilalkul halkim yalng dengaln 

sengaljal “bermalin” hulkulm ulntulk memenalngkaln sallalh saltul pihalk berperkalral. Kondisi 

ini menjaldi uljialn nyaltal balgi alsals kebebalsaln halkim daln sekalliguls mengulngkalp kaldalr 

etikal sertal kulallitals morall seoralng halkim. Dalmpalk kebebalsaln halkim ini kemuldialn 

menjaldi sorotaln penting dallalm kaljialn mengenali pertalnggulngjalwalbaln hulkulm palral 

halkim altals kesallalhaln altalul penyimpalngaln yalng merekal lalkulkaln. Beberalpal alhli hulkulm 

puln memberikaln palndalngaln terkalit hall ini, yalng menegalskaln perlulnyal keseimbalngaln 

alntalral kebebalsaln daln alkulntalbilitals dallalm dulnial peraldilaln. 

Independensi altalul kebebalsaln halkim bulkalnlalh kebebalsaln multlalk, melalinkaln 

merulpalkaln “kebebalsaln yalng terikalt altalul terbaltals” (gebonden vrijheid). Halkim terikalt 

paldal ulndalng-ulndalng sebalgali pedomaln ultalmal dallalm menjallalnkaln tulgalsnyal, meskipuln 

dallalm pralktiknyal terkaldalng malsih terdalpalt perdebaltaln mengenali baltals-baltals 

keterikaltaln tersebult. Yalng menjaldi keulnikaln dallalm sistem hulkulm di Indonesial aldallalh 

aldalnyal bentulk pertalnggulngjalwalbaln halkim yalng bersifalt religiuls 

(pertalnggulngjalwalbaln balthiniyalh). Selalin bertalnggulng jalwalb secalral hulkulm kepaldal 

negalral daln malsyalralkalt, halkim julgal dibebalni talnggulng jalwalb morall daln spiritulall 
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kalrenal sulmpalh jalbaltaln merekal. Dallalm menjallalnkaln tulgals menegalkkaln kealdilaln, 

halkim di Indonesial tidalk halnyal bertalnggulng jalwalb kepaldal hulkulm, diri sendiri, daln 

ralkyalt, tetalpi julgal bertalnggulng jalwalb kepaldal Tulhaln Yalng Malhal Esal. Hall ini tercermin 

dallalm ketentulaln konstitulsionall balhwal penyelenggalralaln peraldilaln dilalkulkaln “Demi 

Kealdilaln Berdalsalrkaln Ketulhalnaln Yalng Malhal Esal.” Dengaln demikialn, konsep 

independensi halkim di Indonesial memiliki dimensi yalng lebih lulals, yalitul melipulti 

alspek hulkulm, morall, daln spiritulall sebalgali lalndalsaln dallalm memultuls perkalral secalral 

aldil daln bertalnggulng jalwalb. 

Dallalm konteks negalral hulkulm, keberaldalaln Malhkalmalh Konstitulsi (MK) 

memiliki peralnaln yalng salngalt vitall sebalgali “pengalwall” konstitulsi. MK memiliki 

kewenalngaln ulntulk mengulji ulndalng-ulndalng yalng dibulalt oleh legislaltif. Bilal sulaltul 

ulndalng-ulndalng dinilali bertentalngaln dengaln ULndalng-ULndalng Dalsalr 1945 (ULULD 1945), 

MK berwenalng ulntulk membaltallkalnnyal. Mekalnisme ini memalstikaln balhwal selulrulh 

produlk hulkulm di Indonesial senalntialsal sesulali dengaln prinsip-prinsip dalsalr yalng 

tertulalng dallalm konstitulsi. Dengaln demikialn, MK berfulngsi sebalgali penyeimbalng 

kekulalsalaln legislaltif sekalliguls menjalgal konstitulsionallitals hulkulm. 

Selalin itul, prinsip kemerdekalaln kekulalsalaln kehalkimaln menjaldi hall multlalk dallalm 

negalral hulkulm. Palsall 24 alyalt (1) ULULD 1945 menyaltalkaln balhwal kekulalsalaln kehalkimaln 

aldallalh kekulalsalaln yalng merdekal ulntulk menyelenggalralkaln peraldilaln demi 

menegalkkaln hulkulm daln kealdilaln. Kemerdekalaln ini salngalt penting algalr halkim dalpalt 

menjallalnkaln tulgalsnyal secalral objektif daln bebals dalri tekalnaln altalul calmpulr talngaln 

pihalk malnalpuln. ULndalng-ULndalng No. 48 Talhuln 2009 Palsall 3 alyalt (1) julgal menegalskaln 

balhwal pengaldilaln tidalk boleh menerimal intervensi dalri pihalk lalin dallalm proses 

menjaltulhkaln pultulsaln. Ketentulaln ini menjaldi wuljuld konkret peneralpaln prinsip negalral 

hulkulm yalng menjalgal independensi lembalgal peraldilaln daln menjalmin kealdilaln balgi 

setialp walrgal negalral. 
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Keberaldalaln Malhkalmalh Etik (ME) dallalm kekulalsalaln kehalkimaln menjaldi 

pengulaltaln penting balgi sistem ketaltalnegalralaln Repulblik Indonesial. Malhkalmalh Etik 

berfulngsi sebalgali lembalgal yalng menegalkkaln normal-normal etikal dallalm 

penyelenggalralaln kekulalsalaln kehalkimaln, sehinggal memperkulalt integritals daln 

kredibilitals lembalgal peraldilaln. Dengaln haldirnyal ME, sistem ketaltalnegalralaln kital 

didulkulng tidalk halnyal oleh penegalkaln hulkulm secalral formall (rulle of lalw), tetalpi julgal 

oleh penegalkaln etikal yalng bersifalt fulngsionall daln terbulkal (rulle of ethics). Kedulal 

prinsip ini berjallaln secalral salling terkalit daln salling menentulkaln (interdeterminaln). Rulle 

of lalw berlalndalskaln paldal kode hulkulm (code of lalw), yalng penegalkalnnyal dilalkulkaln 

oleh Malhkalmalh ALgulng (MAL) daln Malhkalmalh Konstitulsi (MK). Rulle of ethics 

berlalndalskaln paldal kode etik (code of ethics), yalng penegalkalnnyal dilalkulkaln oleh 

Malhkalmalh Etik (ME). Malsing-malsing lembalgal tersebult menjallalnkaln fulngsinyal 

berdalsalrkaln prinsip independen, alkulntalbel, daln impalrsiall, sehinggal secalral bersalmal-

salmal menjalmin penyelenggalralaln kekulalsalaln kehalkimaln yalng bersih, aldil, daln dalpalt 

dipercalyal oleh malsyalralkalt (Halrmoko Salid, 2021: 35). 

Lembalgal peraldilaln etik dihalralpkaln tidalk halnyal berperaln sebalgali pengaldil 

pelalnggalraln etikal daln morall pejalbalt negalral di semulal calbalng kekulalsalaln eksekultif, 

legislaltif, malulpuln yuldikaltif tetalpi julgal sebalgali instrulmen yalng menjalmin 

pertalnggulngjalwalbaln pejalbalt negalral kepaldal malsyalralkalt. Dengaln kaltal lalin, oultpult dalri 

lembalgal ini aldallalh memalstikaln balhwal pejalbalt negalral yalng melalnggalr normal morall 

daln etikal tidalk halnyal diberi salnksi aldministraltif, tetalpi julgal malmpul 

dipertalnggulngjalwalbkaln secalral lalngsulng kepaldal ralkyalt sebalgali pemegalng kedalullaltaln. 

Desalin kewenalngaln peraldilaln etik tersebult halruls mencalkulp kemalmpulaln ulntulk 

menjaltulhkaln salnksi yalng tegals, termalsulk salmpali paldal tingkalt pemberhentialn dalri 

jalbaltaln, alpalbilal pelalnggalraln etikal yalng dilalkulkaln berimplikalsi paldal rulntulhnyal 

kedalullaltaln ralkyalt—yalng merulpalkaln almalnalh ultalmal yalng diembaln pejalbalt salalt 

memegalng jalbaltaln pulblik. Dengaln demikialn, lembalgal peraldilaln etik tidalk halnyal 
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menjaldi allalt penegalk etikal semaltal, tetalpi julgal menjaldi penopalng ultalmal balgi tegalknyal 

kedalullaltaln ralkyalt daln menjalgal kepercalyalaln pulblik terhaldalp penyelenggalralaln negalral. 

ULntulk menghindalri tulmpalng tindih kewenalngaln alntalral lembalgal peraldilaln yalng 

saltul dengaln yalng lalin, salngalt penting dilalkulkaln halrmonisalsi secalral menyelulrulh. 

Halrmonisalsi ini halruls dimullali dalri taltalraln regullalsi, yalkni dengaln menyelalralskaln 

peraltulraln perulndalng-ulndalngaln yalng mengaltulr malsing-malsing lembalgal peraldilaln. 

Selalin itul, perlul julgal aldalnyal koordinalsi daln kerjal salmal yalng intensif alntalr internall 

lembalgal peraldilaln, algalr tulgals daln fulngsi malsing-malsing dalpalt berjallaln sinergis daln 

tidalk salling bertalbralkaln. ULpalyal halrmonisalsi ini bertuljulaln ulntulk menciptalkaln pejalbalt 

negalral yalng tidalk halnyal memiliki kompetensi daln kewenalngaln, tetalpi julgal beretikal 

daln bermorall tinggi, sehinggal paldal alkhirnyal mendulkulng tercalpalinyal pemerintalhaln 

yalng bersih, efektif, daln berkealdilaln. 

Negalral sebalgali sulaltul orgalnisalsi kekulalsalaln memiliki berbalgali allalt perlengkalpaln 

yalng berfulngsi ulntulk mereallisalsikaln tuljulaln daln kehendalk negalral (stalaltswill). Dallalm 

terminologi, konsep lembalgal negalral memiliki valrialsi istilalh tergalntulng paldal traldisi 

daln sulmber pulstalkal yalng digulnalkaln. Di kepulstalkalaln Inggris, lembalgal negalral bialsal 

disebult sebalgali “politicall institultion”. Sementalral dallalm traldisi hulkulm Belalndal, istilalh 

yalng digulnalkaln aldallalh “stalalt orgalnen”. Sedalngkaln dallalm balhalsal Indonesial, istilalh 

yalng ulmulm dipalkali aldallalh “lembalgal negalral,” “baldaln negalral,” altalul “orgaln negalral” 

(ALrifin, Firmalnsyalh, 2005:29). 

Pembentulkaln lembalgal peraldilaln balrul halnyal dalpalt dilalkulkaln melalluli mekalnisme 

yalng telalh dialtulr, yalitul melalluli ulndalng-ulndalng malulpuln perulbalhaln kelimal ULndalng-

ULndalng Dalsalr 1945. Selalin itul, lembalgal negalral yalng suldalh aldal, seperti Komisi 

Yuldisiall, dalpalt dimalnfalaltkaln ulntulk membentulk peraldilaln etik balgi penyelenggalral 

negalral. Sulpremalsi hulkulm aldallalh prinsip fulndalmentall yalng menyaltalkaln balhwal semulal 

tindalkaln pemerintalh malulpuln walrgal negalral halruls tulndulk paldal hulkulm yalng berlalkul. 

Prinsip ini menghendalki algalr proses peraldilaln berjallaln berdalsalrkaln alsals legallitals, 
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talnpal diskriminalsi, sertal menjulnjulng tinggi persalmalaln di haldalpaln hulkulm (equlallity 

before the lalw). Dengaln demikialn, setialp oralng talnpal terkeculalli memiliki halk alkses 

terhaldalp kealdilaln daln perlalkulaln yalng aldil di mulkal hulkulm. 

Peneralpaln sulpremalsi hulkulm dallalm lembalgal peraldilaln julgal mencalkulp 

penegalkaln hulkulm secalral berimbalng terhaldalp pelalnggalraln yalng dilalkulkaln oleh 

pejalbalt pulblik malulpuln walrgal negalral bialsal, sebalgalimalnal dialtulr dallalm peraltulraln 

perulndalng-ulndalngaln daln pultulsaln pengaldilaln yalng bersifalt mengikalt. ULrgensi 

pembentulkaln peraldilaln etik di Indonesial dipengalrulhi oleh tigal falktor ultalmal. Pertalmal, 

secalral filosofis, Palncalsilal sebalgali normal dalsalr negalral (stalaltsfulndalmentall norm) 

menjaldi sulmber ultalmal rulle of ethic dallalm kehidulpaln berbalngsal daln bernegalral. Nilali-

nilali morall daln etikal yalng terkalndulng dallalm Palncalsilal halruls dijulnjulng tinggi oleh 

setialp penyelenggalral negalral sebalgali lalndalsaln morall dallalm melalksalnalkaln tulgalsnyal. 

Kedulal, secalral konstitulsionall, perulbalhaln ULULD 1945 memberikaln jalminaln pentingnyal 

penegalkaln rulle of ethic yalng tercalntulm dallalm baltalng tulbulh ULULD. Fralsal imperaltif 

dallalm ULULD tersebult menegalskaln balhwal setialp pejalbalt negalral halruls memenulhi 

pralsyalralt good behalvioulr sebalgali syalralt multlalk dallalm menjallalnkaln kewaljibalnnyal. 

Ketigal, dalri sisi sosiologis, semalkin balnyalknyal lembalgal penegalk kode etik yalng 

mulncull di setialp calbalng kekulalsalaln palscal perulbalhaln ULULD menciptalkaln kebultulhaln 

mendesalk alkaln konsolidalsi kelembalgalaln penegalk kode etik. Hall ini disebalbkaln 

lemalhnyal proses aljuldikalsi internall yalng dilalkulkaln oleh malsing-malsing lembalgal, 

sehinggal pelembalgalaln peraldilaln etik menjaldi lalngkalh straltegis daln allternaltif ulntulk 

menegalkkaln kode etik secalral efektif sertal mewuljuldkaln pemerintalhaln yalng berwibalwal, 

bersih, daln bermorall. 

Tidalk bisal disalngkall balhwal tekalnaln terhaldalp halkim tidalk terjaldi secalral terpisalh, 

melalinkaln dipengalrulhi oleh berbalgali falktor lalinnyal. Malhkalmalh ALgulng sebalgali 

lembalgal tertinggi peraldilaln julgal beroperalsi dallalm lingkulngaln yalng tidalk bebals dalri 

pengalrulh politik daln ekonomi, sehinggal dalpalt dipengalrulhi oleh kekulalsalaln eksternall 
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malulpuln calmpulr talngaln politik daln ulalng. Nalmuln, hall ini tidalk boleh menjaldi allalsaln 

ulntulk membenalrkaln intervensi terhaldalp kebebalsaln halkim, balik yalng beralsall dalri lulalr 

malulpuln dalri dallalm. Halkim daln lembalgal peraldilaln secalral keselulrulhaln halruls 

memalinkaln peraln penting dallalm menegalkkaln hulkulm, terultalmal di tengalh berbalgali 

kepentingaln politik daln ekonomi yalng salling talrik menalrik. Oleh sebalb itul, reformalsi 

hulkulm khulsulsnyal di bidalng penegalkaln hulkulm tidalk alkaln berhalsil talnpal aldalnyal 

perulbalhaln paldal baldaln peraldilaln. Reformalsi tersebult perlul mencalkulp ulpalyal 

peningkaltaln tralnspalralnsi daln pengalwalsaln, sehinggal integritals halkim tetalp terjalgal, 

sertal didulkulng oleh profesionallisme daln kesaldalraln morall halkim dallalm menegalkkaln 

kealdilaln (ALntoniuls suljaltal, 2000). 

Pultulsaln yalng berkulallitals merulpalkaln cerminaln dalri kemalmpulaln halkim dallalm 

memultuls sulaltul perkalral. Kekulalsalaln ulntulk mengalmbil kepultulsaln aldal paldal halkim 

sebalgali pemegalng kekulalsalaln kehalkimaln yalng kemerdekalalnnyal dijalmin oleh ULndalng-

ULndalng Dalsalr Talhuln 1945. Dallalm pelalksalnalaln kekulalsalaln kehalkimaln, "pultulsaln" daln 

"halkim" aldallalh dulal hall yalng tidalk dalpalt dipisalhkaln, sebalb pultulsaln pengaldilaln 

merulpalkaln halsil kalryal halkim, sehinggal kulallitals pultulsaln mencerminkaln kulallitals 

halkim itul sendiri (Efendi Lotullulng, 2010). 

ULntulk menjalmin kepalstialn hulkulm, aldal pendalpalt yalng menyaltalkaln balhwal 

menegalkkaln hulkulm salmal alrtinyal dengaln menegalkkaln ULndalng-ULndalng. Palndalngaln 

ini mulncull kalrenal hulkulm dipalhalmi sebalgali kulmpullaln normal-normal positif yalng 

tertullis dallalm sistem perulndalng-ulndalngaln. Hall ini tidalk sallalh, mengingalt sistem 

hulkulm positif di Indonesial salngalt dipengalrulhi oleh sistem hulkulm Belalndal yalng 

menekalnkaln paldal altulraln tertullis. Berdalsalrkaln konkordalnsi hulkulm yalng dialdopsi 

Indonesial, negalral ini memalng mengalnult sistem hulkulm tertullis. Pemalhalmaln ini julgal 

selalrals dengaln palhalm positivisme hulkulm, yalng melihalt hulkulm sebalgali normal-normal 

positif yalng ditulalngkaln dallalm peraltulraln perulndalng-ulndalngaln (alnthon f sulsalnto 2008). 
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Dallalm perspektif prinsip negalral hulkulm, lembalgal peraldilaln tidalk dalpalt 

dipalndalng halnyal sebalgali balgialn dalri prosedulr aldministraltif semaltal, melalinkaln 

merulpalkaln malnifestalsi konkret dalri komitmen balngsal ulntulk menegalkkaln kealdilaln. 

Keberaldalaln halkim yalng independen, pultulsaln yalng aldil daln objektif, sertal proses 

peraldilaln yalng terbulkal menjaldi fondalsi ultalmal balgi lembalgal ini sebalgali benteng 

teralkhir dallalm melindulngi halk-halk walrgal negalral sertal memalstikaln balhwal hulkulm 

tetalp beraldal di altals segallal bentulk kekulalsalaln. Oleh kalrenal itul, kulallitals sistem peraldilaln 

mencerminkaln sejalulh malnal sebulalh negalral telalh berhalsil mengimplementalsikaln 

prinsip negalral hulkulm secalral nyaltal. 

Terkalit palndalngaln hulkulm yalng demikialn, Saltjipto Ralhalrdjo mengkritik balhwal 

pendekaltaln ini cenderulng bersifalt optik preskriptif, di malnal hulkulm dilihalt semaltal 

sebalgali sistem normal yalng dialnallisis talnpal mengalitkalnnyal dengaln reallitals sosiall 

malsyalralkalt. Dallalm calral palndalng ini, ilmul hulkulm diredulksi menjaldi sekaldalr 

normologi, menghalsilkaln solulsi hulkulm yalng mekalnistik, daln melalhirkaln palral 

profesionall hulkulm yalng lebih berperaln sebalgali teknisi—teralmpil dallalm menalfsirkaln 

daln meneralpkaln hulkulm positif, nalmuln terlepals dalri konteks kealdilaln sulbstalntif 

(Saltjipto Ralhalrdjo, 2010:35). 

 

4. PENUTUP 

Dallalm Palsall 1 alyalt (3) ULndalng-ULndalng Dalsalr 1945 ditegalskaln balhwal Indonesial 

aldallalh negalral hulkulm. Ketentulaln ini menulnjulkkaln balhwal prinsip negalral hulkulm di 

Indonesial telalh memiliki dalsalr konstitulsionall yalng kulalt. Prinsip tersebult secalral jelals 

dialtulr dallalm ULULD 1945 daln menjaldi ruljulkaln ultalmal dallalm proses pembentulkaln peraltulraln 

perulndalng-ulndalngaln sertal pelalksalnalaln kekulalsalaln negalral. Lembalgal peraldilaln di 

Indonesial telalh memiliki dalsalr hulkulm yalng kokoh ulntulk menjallalnkaln fulngsinyal sesulali 

dengaln prinsip negalral hulkulm. Hall ini terlihalt dalri ketentulaln konstitulsionall, di malnal ULULD 

1945 menegalskaln balhwal Indonesial aldallalh negalral hulkulm sertal menjalmin independensi 
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kekulalsalaln kehalkimaln melalluli Palsall 24. Strulktulr kelembalgalaln peraldilaln julgal telalh 

dibalnguln secalral sistemaltis, dengaln empalt lingkulngaln peraldilaln—Peraldilaln ULmulm, 

Peraldilaln ALgalmal, Peraldilaln Taltal ULsalhal Negalral, daln Peraldilaln Militer—yalng beraldal di 

balwalh Malhkalmalh ALgulng, sertal keberaldalaln Malhkalmalh Konstitulsi sebalgali pengalwall 

konstitulsi. Sistem ini mendulkulng prinsip checks alnd ballalnces sertal memulngkinkaln 

spesiallisalsi dallalm penegalkaln hulkulm. Nalmuln demikialn, dallalm pralktiknyal malsih 

ditemulkaln kalsuls-kalsuls yalng mengindikalsikaln aldalnyal intervensi politik altalul tekalnaln dalri 

kekulalsalaln lalin terhaldalp independensi halkim. Kondisi ini merulsalk kepercalyalaln pulblik 

terhaldalp integritals lembalgal peraldilaln. Oleh kalrenal itul, meskipuln secalral normaltif 

pengaltulraln hulkulm suldalh sesulali dengaln prinsip negalral hulkulm, talntalngaln terbesalr terletalk 

paldal pelalksalnalaln di lalpalngaln. Pengulaltaln integritals, alkulntalbilitals, daln profesionallisme 

selulrulh alpalralt peraldilaln menjaldi kulnci ultalmal algalr prinsip negalral hulkulm benalr-benalr 

terwuljuld daln diralsalkaln oleh selulrulh malsyalralkalt. 
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